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        2.  Undang-undang. . . 

 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA PEMATANGSIANTAR 

 

 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR 

NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/III/2020 

  

TENTANG  

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN 

KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK 

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR, 

 
 

 
Menimbang :  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penetapan 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092);  
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        dan Wakil . . . 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5898); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemutan Suara Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan  Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 

dan Kelompok Penyelenggara Pemutan Suara Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 
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        sebagai . . . 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1377); 

  4.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193); 

 

Memperhatikan: Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 

800/126/III/WK-THN 2020 tanggal 13 Maret Tahun 2020 

Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia 

Pemilihan Kecamatan Kota Pematangsiantar Pada Pemilihan 

Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 

2020. 

 

MUMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN DAN 

PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN 

KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA 

PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN 

WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020. 

 

KESATU :  Menetapkan : 

 
No. NAMA L/P ALAMAT 

1. ABDIRIADI SIREGAR, S.STP L SEKRETARIS 

2. HARY SETIAWAN L STAF SEKRETARIAT 

3. RICHARD DP. ZENDRATO, SH L STAF SEKRETARIAT 



4 
 

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar 

Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2020. 

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di tingkat 

Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat 

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung 

sejak  Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020. 

 

      Ditetapkan di Pematangsiantar 

      pada tanggal  14 Maret 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA PEMATANGSIANTAR, 

 

 ttd 

 

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR 
Kepala Sub Bagian Hukum 
 
 
 
Agus Pandiangan 

 

 

 


